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INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN 
TERKAIT PENATAAN RUANG 

Instrumen 
HL terkait 
penataan 

ruang

Izin LH

RTRW

Amdal/UKL-
UPL

KLHS



TATA RUANG DAN KLHS

Pasal 19 (1) UUPPLH-2009: 

Untuk menjaga kelestarian fungsi 

LH dan keselamatan masyarakat, 

setiap perencanaan tata ruang 

wilayah wajib di dasarkan pada 

KLHS



PENGERTIAN KLHS

KLHS ADALAH

RANGKAIAN ANALISIS YANG 

SISTEMATIS, MENYELURUH, DAN 

PARTISIPATIFUNTUK MEMASTIKAN 

BAHWA PRINSIP PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN TELAH MENJADI 

DASAR DAN TERINTEGRASI DALAM 

PEMBANGUNAN SUATU WILAYAH 

DAN/ATAU KEBIJAKAN, RENCANA, 

DAN/ATAU PROGRAM







KETERPADUAN KLHS DAN TATA RUANG 

DOKUMEN 

KLHS

RTRW

DAYA DUKUNG DAN 

DAYA TAMPUNG LH

Pasal 19 ayat (2) 

UUPPLH-2009

Pasal 19 ayat (1) 

UUPPLH-2009

Pasal 15  

UUPPLH-2009

Pasal 16 

UUPPLH-2009



IZIN LINGKUNGAN DAN TATA RUANG 

KLHS RTRW
AMDAL/UKL

/UPL

Izin 

lingkungan 

hidup

IZIN 

USAHA



IZIN LINGKUNGAN DAN PENATAAN 
RUANG 

Izin 

lingkungan 

hidup

izin yang diberikan kepada setiap 

orang yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib amdal atau UKL-

UPL dalam rangka perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sebagai 

prasyarat untuk memperoleh izin 

usaha dan/atau kegiatan.



IZIN LINGKUNGAN DAN PENATAAN 
RUANG 

Izin terkait 

lingkungan 

hidup 

BERMACAM-

MACAM/

BERAGAM

IZIN HO

IZIN 

LOKASI
IZIN 

LIMBAH 

CAIR

IZIN 

LIMBAH 

B3, DLL



IZIN LINGKUNGAN DAN PENATAAN 
RUANG 

PENERBIT

ANNYA 

WAJIB 

MEMPERH

ATIKAN 

KESESUAIAN-

NYA DENGAN 

RTRW 

Rencana 

pola 

ruang

Rencana 

struktur 

ruang
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